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ABSTRAK 
 
 

 

Baiti Janati/222015249/2019/ Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Derajat 

Desentalisasi Fiskal dan Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada 

Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan) / Akuntansi Sektor Publik 
 
 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Faktor-Faktor apa yang menyebabkan rendahnya derajat 

desentralisasi fiskal pada pemerintahan provinsi Sumatera Selatan dan Bagaimanakah upaya 

meningkatkan kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan 

Provinsi Sumatera Selatan.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 

rendahnya derajat desentralisasi fiskal dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada 

Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan yaitu data primer. Metode 

pengumpulan data dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian derajat desentralisasi fiskal pemerintahan Provinsi 

Sumatera Selatan selama priode tahun 2014-2018 rata-rata derajat desentralisasi fiskal yaitu 38,65% 

masih tergolong cukup rendah. Faktor penyebab rendahnya derajat desentralisasi fiskal yaitu peran 

BUMD Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan kurang berperan dalam memberikan kontribusi 

terhadap pendapatan asli daerah, faktor lainnya yaitu tingginya sentralisasi dalam bidang 

perpajakan, sedikitnya pajak daerah yang dapat diandalkan sebaga sumber penerimaan pendapatan 

asli daerah, adanya kekhawatiran pemerintah pusat, serta kenaikan DAU sebagai kenaikan 

tanggungjawab yang dibebankan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan upaya 

meningkatkan PAD terdapat dua cara yaitu Intensifikasi dan ektensifikasi. 
 

 

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
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PRAKATA  
 
 
 
 
 
 

 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga 

penulisan skripsi dengan judul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Derajat 

Desentralisasi Fiskal dan Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada 

Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan) ini dapat penulis selesaikan 

sebagaimana waktu yang dijadwalkan. 

 
Berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang pemerintahan 

daerah menetapkan otonomi daerah seluas-seluasnya dalam sistem dan prinsip 

NKRI, sebagai konsekuensinya daerah otonomi mempunyai hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, pembangunan daerah harus diarahkan untuk 

mengembangkan daerah demi terciptanya kemandirian sebuah daerah. Dalam 

penerapan otonomi daerah haruslah perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, 

peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta akuntabilitas untuk 

mempertahankan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan daerahnya. Rendahnya derajat desentralisasi fiskal Provinsi Sumatera 

Selatan dikarenakan kemampuan daerah provinsi Sumatera Selatan dalam menggali 

Pendapatan Asli Daerah masih tergolong rendah dan kemampuan 
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keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan belum siap dalam melaksanakan 

otonomi daerah serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD Provinsi 

Sumatera Selatan adalah dengan cara intensifikasi dan ektensifikasi. 

 
Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan 

banyak pihak. Penulis sampaikan terima kasih terutama kepada kedua orangtua 

(Bapak Burhannudin dan Ibu Tanzilah) beserta kedua Kakakku yang berdo'a dan 

bantuannya memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan 

terima kasih kepada Bapak H.M. Basyaruddin, S.E., Ak., M.Si dan Bapak Mizan, 

S.E., M.Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan 

memberikan pengarahan, motivasi serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas kepada 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga 

mengucapkan terima kasih kepada; 

 
1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati. 

 
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, MM selaku Dekan Fakuitas Ekonomi dan 

BisnisUniversitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan 

karyawan/karyawati. 

 
3. Bapak Betri, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si.,selaku Ketua 

dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Palembang. 

 
4. Bapak Mizan, S.E., M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik Paket 17. 

 

5. Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar Fakuitas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Palembang. 
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6. Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan 

 
7. Pihak Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan 

 

8. Keluarga Besarku yang selalu mensupport agar selalu semangat dan tak lupa 

berdoa agar diberi kelancaran dalam penulisan skripsi ini 

 
9. Sahabat-sahabat terdekatku Deri Amzar, Heni, Rizah, Riki, Alif, Haris, dan 

Andri. 

 
10. Serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu 

support dan kasih semangat dalam pengerjaan skripsi ini. 

 
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. 

 

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah 

diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak 

usaha telah penulis lakukan, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Meskipun demikian mudah-mudahan dari skripsi ini tetap ada manfaat yang dapat 

diperoleh. Amin. 

 
Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

 

Palembang, 

 

Penulis 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di 

Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan 

pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar 

pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah 

yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola 

keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset 

daerah terjaga juga keutuhannya. 

 
Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk 

menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai 

dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya 

pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan 

benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja 

Keuangan. 

 
Berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang pemerintahan 

daerah menetapkan otonomi daerah seluas-seluasnya dalam sistem dan prinsip 

NKRI, sebagai konsekuensinya daerah otonomi mempunyai hak, wewenang, 

dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, pembangunan daerah harus diarahkan untuk 

mengembangkan daerah demi terciptanya kemandirian sebuah daerah. Dalam 

 

 

1 
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penerapan otonomi daerah haruslah perlu menekankan prinsip-prinsip 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta akuntabilitas 

untuk mempertahankan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan daerahnya. 

 

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan 

bernegara, dan merupakan salah satu komponen dari administrasi publik, karena 

salah satu tujuan desentralisasi fiskal yaitu untuk memberikan pelayanan publik 

yang lebih baik dan mensejahterakan masyarakatnya. Selain itu, administrasi 

publik merupakan alat, wadah atau tempat dalam mewujudkan desentralisasi 

fiskal. Desentralisasi fiskal berkaitan langsung dengan hubungan pemerintah 

dalam penerimaan dan pengeluaran dana publik antara tingkatan pemerintahan 

yang lebih tinggi dengan pemerintahan yang dibawahnya. 

 
Desentralisasi fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah meningkatkan 

kewenangan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan mereka dan 

melakukan fungsi alokatif dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah. 

Desentralisasi fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan untuk 

meningkatkan kesetaraan perkembangan lokal, sesuai dengan motivasi 

pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah mereka berdasarkan potensi 

khusus mereka. 

 
Adanya desentralisasi fiskal dimaksudkan daerah mempunyai 

kewenangan dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri, mengelola 

keuangannya sendiri, dan mempergunakannya sesuai dengan yang telah 

direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus 
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mampu melaksanakan tugasnya dengan baik yang telah diberikan pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah. 

 

Prinsip dari desentralisasi fiskal tersebut adalah dimana pemerintah daerah 

mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan 

pembangunan di daerahnya. Pemerintah pusat memberikan dukungan dengan 

menyerahkan sumber-sumber pendapatan kepada daerah untuk dikelola secara 

optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Pada dasarnya, kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan 

ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang. Sehingga mampu mencapai 

target sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri. 

 
Menurut Mahmudi (2006:121) menjelaskan bahwa dalam rangka 

pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah 

dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan 

tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi 

sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana 

perimbangan. Namun tidak berarti kemandirian keuangan daerah tinggi maka 

daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana 

perimbangan masi tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan didaerah. 

Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah memberikan 

pelayanan publik yang berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka 

panjang, dan sebagainya 

 
Mardiasmo (2013:182) mengatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan 

sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam 
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melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar 

kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi 

meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah 

dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan 

dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti 

penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk 

kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan 

sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling 

murah. 

 

Kementerian Dalam Negeri dengan program "good and clean 

government" melakukan evaluasi atas prestasi dan kinerja pemerintah daerah 

secara Nasional. Sasaran evaluasi dan penilaian ada 33 pemerintah daerah 

provinsi, 397 pemda kabupaten dan 93 pemerintah kota. Hasil evaluasi dan 

penilaian kinerja pemda tersebut ditetapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo 

Kumolo melalui Kepmendagri Nomor 100-53 Tahun 2018 tanggal 1 Januari 

2018, tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

secara Nasional. 

 
Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) harus 

mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Indikator kinerja 

keuangan Pemda meliputi indikator input, proses, output, dan indikator impact. 

Karakteristik Pemerintah Daerah sebagai pure non profit organization 

menempatkan organisasi ini mempunyai keunikan yang sangat berbeda dengan 

perusahaan bisnis. Pemda mempunyai tanggung jawab besar di bidang 
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ekonomi dan sosial secara bersama. Karena itu pengukuran kinerja keuangan 

Pemda harus mempertimbangkan indikator-indikator ekonomi dan sosial secara 

komprehensif yang mencakup: kondisi ekonomi Nasional, lingkungan bisnis, 

stabilitas dan pengembangan, kesehatan dan pendidikan di daerah. Untuk 

kategori Pemerintah Daerah (pemda) tingkat provinsi, Jawa Timur berada pada 

peringkat tertinggi, disusul Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Dari 397 

pemerintah daerah kabupaten, ditetapkan 10 besar yang berprestasi paling tinggi 

yakni kabupaten Sidoarjo, Tulungagung, Karanganyer, Banyuwangi, Malang, 

Pasuruan, Kuningan, Kudus, Bulukumba dan kabupaten Bone. Sedangkan 

Kategori pemerintah kota, 10 besar peringkat tertinggi dari 93 kota diperoleh: 

kota Malang, Makassar, Surabaya, Blitar, Gorontalo, Semarang, Bandung, 

Tangerang, Samarinda dan Parepare. 

 
Berdasarkan evaluasi di atas prestasi dan kinerja keuangan pemerintah 

daerah secara Nasional, Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta 

Kabupaten dan Kotanya tidak termasuk dalam kategori pemerintahan daerah 

dengan pretasi tertinggi di Indonesia. 

 

Sebagai tolak ukurnya, kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan 

baik atau buruknya dapat diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal. 

Derajat desentralisasi fiskal adalah kemampuan pemerintahan daerah dalam 

rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai 

pembangunan. Menurut Mahmudi (2016:169). Derajat Desentralisasi dihitung 

berdasarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total 

Pendapatan. Rasio ini menunjukan derajat kontribusi PAD terhadap total 
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penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi 

kemampuan daerah dalam penyelenggaran desentralisasi. Derajat desentralisasi 

fiskal menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam 

pembangunan daerah yang menunjukan tingkat ke siapan pemerintahan daerah 

dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi rasio derajat desentralisasi 

fiskal, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam 

mendukung otonomi daerah. 

 

Tabel I.1 

Persentase Tingkat Kinerja Keuangan Pemerintah 

Berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal 
 

   Persentase (%)  Kategori   
         

   0,00%-10,00%   Sangat Kurang   
         

   10,01% - 20,00%   Kurang   

   20,01% - 30,00%   Sedang   

   30,01% - 40,00%   Cukup   

   40,01% - 50,00%   Baik      

   ≥ 50,00%  Sangat baik   

 Sumber: Badan Litbang Depdagri  pada tahun  1991   

   (Dalam Siti Nur Qomariyah), 2019   

      Tabel I.2      

   Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal   

            

Tahun 
Total Pendapatan  Pendapatan Asli  

(%) 
   

Daerah 

 

C Daerah (PAD) 

  
Kategor

i        

2014 
  

6.252.136.312.521 
  

2.422.673.788.769 
 38,74 %  Cukup 

        
         

            

2015 
  

5.990.424.062.512 
  

2.534.526.413.315 
 

42,30% 
 Baik 

        

            

2016 
  

6.582.780.929.676 
  

2.546.177.544.349 
 36,67%  Cukup 

        
         

            

2017 
  8.195.968.131.800   

3.031.633.624.304 
 

36,98% 
 Cukup 

         

            

2018 
  

9.141.371.395.009 
  

3.528.010.712.183 
 

38,59% 
 Cukup 

        

            

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2019 
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Dilihat dari tabel I.2 diatas derajat desentralisasi fiskal keuangan pemerintahan 

provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun rata-rata rasio derajat desenteralisasi 

fiskal 38,65%, artinya kemampuan daerah provinsi Sumatera Selatan dalam 

menggali Pendapatan Asli Daerah masih tergolong cukup dan kemampuan 

keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan belum siap dalam melaksanakan 

otonomi daerah, dikarenakan rata-rata rasio derajat desentalisasi tidak mencapai 

50%. Hal ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera 

Selatan pada tahun 2014-2018 masih relatif kecil dibandingkan dengan total 

Pendapatan Daerah. Dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan 

pembangunan pemerintahan provinsi Sumatera Selatan masih sangat tergantung 

pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat. Sesuai dengan Landasan 

hukum dari kebijakan desentralisasi termasuk dalam Undang-Undang No. 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa rasio derajat 

desenteralisasi fiskal tinggi jika telah mencapai 50%. 

 

Derajat desentralisasi fiskal yang kecil secara langsung juga dipengaruhi oleh 

Pendapatan Asli Daerah yang kecil. Dari sisi pemerintahan lebih mengoptimalkan 

sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Inovasi dan kreatifitas daerah 

sangat diperlukan sehingga komponen-komponen pendapatan asli daerah yang 

menjadi konsentrasi pemerintah daerah tidak hanya bersumber dari pajak dan 

retribusi. 

 

Sejalan dengan permasalahan diatas penelitian ini didukung dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Nurqomariyah (2018) yang 

berjudul Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Jombang. Desain kajian ini 
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menggunakan kuantitatif analisis dan deskriftif analisis yang bertujuan untuk 

mengukur dan menganalisis derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Jombang 

selama kurun waktu 2012-2016 serta mengkur derajat kepekaan penerimaan daerah 

PAD karena adanya perubahan PDRB. Hasil penelitian menunjukan rata-rata 

derajat desentalisasi fiskal PAD sebesar 13,24% dengan kriteria kurang. Rata-rata 

derajat desentralisasi fiskal Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak hanya sebesar 4,92% 

dengan kriteria sangat kurang. 

 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan yang berjudul “Analisis 

 

Faktor- Faktor Penyebab Rendahnya Derajat Desentralisasi Fiskal dan Upaya 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Pemerintahan Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan”. 

 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

 
1. Faktor-Faktor apa yang menyebabkan rendahnya derajat desentralisasi fiskal 

pada pemerintahan provinsi Sumatera Selatan? 

 
2. Bagaimanakah upaya meningkatkan kemampuan daerah dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang menyebabkan rendahnya derajat 

desentralisasi fiskal pada pemerintahan provinsi Sumatera Selatan. 

 
2. Untuk mengetahui upaya peningkatkan kemampuan daerah dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Provinsi Sumatera 

Selatan. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak 

sebagai berikut: 

 
a. Bagi Peneliti 

 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peluang untuk menambah 

wawasan berfikir dalam memperluas pengetahuan tentang faktor penyebab 

rendahnya Derajat Desentralisasi Fiskal dan upaya meningkatkan pendapatan 

asli daerah pada pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. 

 
b. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

 
Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah tentang faktor 

penyebab rendahnya derajat desentralisasi fiskal dan menentukan kebijakan 

serta menentukan arah dan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah. 

 
c. Bagi Almamater 

 
Hasil Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber refrensi untuk penelitian 

selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik yang sama. 
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